BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR ¢y TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

. a bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
tentang perubahan kedua atas peraturan daerah
kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
kabupaten lampung selatan, maka perlu dilakukan
penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi
dan Tata Keria Unit Pelaksana Teknis Daerah pada

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis
penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam
meningkatkan pelayanan kepadi daerah agar berjalan
lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu
menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan

Bupati;

—

Indonesia Nomor 6955);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan
daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah kabupaten lampung selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

8. Peraturan Bupali Lampung Selatan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan,

MEMUTUSKEAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

10.

11.

13,

13.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Seclatan.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
secbagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah
Kabupaten Lampung Selatan .

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dacrah Kabupaten Lampung Selatan.

Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi vang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas atau Badan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD
adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung
Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB
adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas
organisasi induknya di Kabupaten Lampung, Selatan.

Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung
Selatan

Tugas Teknis Operasional adalah  tugas untuk
melaksanakan Kkegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.



BAB Il
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGASDAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :

1. Dinas Pendidikan, terdiri dari :
1. UPTD Satuan Pendidikan Sckolah Dasar, yaitu:

1) SD Negeri 1 Candimas;
2) SD Negeri 2 Candimas;
3) SD Negeri 3 Candimas;
4) SD Negeri 1 Way Sari;

5) SD Negeri 1 Branti Raya;
6) SD Negeri 2 Branti Raya;
7) SD Negeri 3 Branti Raya,
8) SD Negeri 4 Branti Raya;
9) SD Negeri 1 Sukadamai;

10) SD Negeri 3 Sukadamai;
11) SD Negeri 4 Sukadamai;
12) SD Negeri 1 Negara Ratu;
13) SD Negeri 2 Negara Ratu;
14) SD Negeri 3 Negara Ratu;
15) SD Negeri 1 Natar;

16) SD Negeri 2 Natar;

17) SD Negeri 3 Natar;

18) SD Negeri 4 Natar;

19) SD Negeri 1 Merak Batin;
20) SD Negeri 2 Merak Batin;
21) SD Negeri 3 Merak Batin;
22) SD Negeri 4 Merak Batin;
23) SD Negeri 5 Merak Batin;
24) SD Negeri 1 Kalisari;

25)  SD Negeri 2 Kalisari;

26) SD Negeri 1 Rulung Raya;
27) SD Negeri 2 Rulung Raya;
28) 8D Negeri 3 Rulung Raya;
29) SD Negeri 1 Rulung Sari;
30) SD Negeri 2 Rulung Sari;
31) SD Negeri | Rulung Mulya;
32) SD Negeri 2 Rulung Mulya;
33) SD Negeri 1 Rulung Helok;
34) SD Negeri 1 Rejosari;

39) SD Negeri 3 Rejosari;

36) SD Negeri 4 Rejosari;

37) SD Negeri 1 Tanjung Sari,
38) SD Negeri 2 Tanjung Sari,
39) SD Negeri 1 Bandarejo;
40) SD Negeri 2 Bandarejo;



194) 8D Negen 2 Budi Daya
195) 8D Negeri 1 Bandar Dalam
196) 8D Negeri 2 Bandar Dalam
197) 8D Negeri | Campang Tiga
198) 8D Negeri 2 Campang Tiga
199) SD Negeri Seloretno

200) SD Negeri Kecil Kalimati
201) 8D Neger Sukamaju

202) SD Negeri Kota Dalam
203) 8D Negeri | Bumidaya
204) SD Negeri 2 Bumidaya
205) SD Negeri 3 Bumidaya
206) SD Negeri 4 Bumidaya
207) 8D Negeri 1 Pematang Baru
208) SD Negeri 2 Pematang Baru
209) SD Negeri | Bandanhurip
210) SD Negeri 2 Bandanhurip
211) SD Negeri | Mekar Mulya
212) 8D Negeri 2 Mekar Mulyva
213) 8D Negeri 3 Mekar Mulya
214) SD Negeri | Sukabakti
215) 8D Negeri 2 Sukabakti
216) SD Negen 1 Sukamulya
217) SD Negeri 2 Sukamulya
218) SD Negeri 1 Bumi Restu
219) 8D Negeri 2 Bumi Restu
220) SD Negeri 3 Bumni Restu
221) SD Negeri 1 Bangunan
222) SD Negeri 2 Bangunan
223) SD Negeri 3 Bangunan
224) SD Negeri 1 Bali Agung
225) SD Negeri 2 Bali Agung
226) 8D Negeri 1 Palas Jaya
227) SD Negeri 2 Palas Jaya
228) SD Negeri 1 Sukaraja
229) SD Negeri 2 Sukaraja

230) SD Negeri 3 Sukaraja

231) SD Negeri 1 Tanjung Sari
232) 8D Negeri 2 Tanjung Sari
233) 8D Negeri 1 Rejomulyo
234) SD Negeri 2 Rejomulyo
235) 8D Negeri Kalircjo

236) SD Negeri Palas Pasemah
237) SD Negeri Pulau Tengah
238) SD Negeri Bumi Asn

BPA0) SD Negeri Palas Aji

242) SD Negeri 2 Sukabaru
243) SD Negeri 3 Sukabaru
244) SD Negeri 1 Padan




BAB 111
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

(1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas

(2)

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas
Pendidikan dalam proses belajar mengajar pada satuan
pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1),
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar
sekolah, olahraga, dan kesenian pelajar di sekolah;

c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga
kependidikan di sekolah;

d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;

e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan,
ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar, terdiri dari
a. Kepala Sekolah; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau
pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat
fungsional senior vang  berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Paragral 3
Uraian Tugas
Pasal 7

(1) Kepala  Sekolah mempunyai  tugas memimpin,
mengendalikan, mengoordinasikan dan  menyusun
program dan kegiatan proses belajar mengajar pada
satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Uraian tugas Kepala Sckolah, yaitu :

b.

ci

mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan
dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;

mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan,
ekstra-kurikulerdan organisasi kesiswaan;
melaksanakan penyiapan data dan  informasi
kesiswaan dan wali murid;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan

belajar mengajar,

menyelenggarakan administrasi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian,
pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan,
ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasaran; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau
pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas
satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Sekolah.

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

oanor

TR

membuat perangkat pembelajaran;

melaksanakan kegiatan pembelajaran;

melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan
pengayaan;

melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada
gurn lain dalam prosecs belajar mengajar;

membuat alat pembelajaran atau alat peraga;
menumbuh kembungkan sikap dan pengembangan
karakter peserta didik;

melaksanakan pengembangan program pengajaran
yang menjadi tanggungjawabnya;

membuat cacatan tentang kemajuan hasil belajar;
mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum
memulai pembelajaran; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.



Bagian Kedua
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 9

(1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
mempunyai tugas melaksanakan scbagian kegiatan teknis
operasional Dinas Pendidikan dalam proses belajar
mengajar pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1),
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;

b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar

sckolah, olahraga, dan kesenian pelajar di sekolah;

c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga

kependidikan di sekolah,

d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;

e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan,
ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

™

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama, terdiri dari :
a. Kepala Sekolah; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Seckolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau
pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat
fungsional senior yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum

dalam Lampiran [l dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 11

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun
program dan kegiatan proses belajar mengajar pada
satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama scsuai
kebijakan yang ditctapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sekolah, yaitu :

a. mcngurgamsamkan mengarahkan, mcngaurmmmkan
dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;

b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan,
ekstra-kurikulerdan organisasi kesiswaan;

c. meclaksanakan penyiapan data dan informasi
kesiswaan dan wali murid;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
belajar mengajar;

¢. menyelenggarakan administrasi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian,
pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan,
ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana;
dan

{. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau
pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas
satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan, vang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada kepala sekolah.

Uraian tugas Kelompk Jabatan Fungsional, yaitu :

membuat perangkat pembelajaran;

melaksanakan kegiatan pembelajaran;

melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;

melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan

pengayaan,

f. melaksanakan pengimbasan pengentahunn kepada

guru lain dalam proses belajar mengajar;

membuat alat pembelajaran atau alat peraga;

menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan

karakter peserta didik;

i. melaksanakan pengembangan program pengajaran

yang menjadi tanggungjawabnya,

membuat cacatan tentang kemajuan hasil belajar;

mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum

memualai pembelajaran; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

apogs
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Bagian Ketiga
UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 13

(1) UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai
tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar pada
satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1),
UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), mempunyai
fungsi :

a. menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak;

b. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan non-
formal lainnya;

c. pembinaan, pengoordinasian pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah;

d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;

e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan,
ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

(1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), terdiri dari :
a. Kepala UPTD; dan
b. Kclompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, merupakan jabatan fungsional yang dijabat ocleh
scorang kepala UPTD yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat
fungsional senior yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

E-

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 Tahun
2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupat
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Lampung Seclatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daecrah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20.1 Tahun
2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 17.1 Tahun
2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 2501 Tahun
2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan; dan

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Me/ 2024

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29. Mé: 2024




